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I. Pendahuluan
A. Latar Belakang  
Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia memiliki potensi kekayaan laut dan sumber daya alam di dalam lapisan tanah di bawahnya, karnanya, kedaulatan wilayah laut perlu dipertahankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menata batas-batas maritim sesuai dengan hukum internasional. 
Wilayah perairan laut berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau UNCLOS 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Berdasarkan UNCLOS 1982 tersebut Indonesia dapat menetapkan wilayah landas kontinen Indonesia. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia di laut, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati. Penetapan batas landas kontinen ini tentunya akan sangat menguntungkan Indonesia karena akan mengakui hak penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam pada wilayah landas kontinen sampai dengan 350 mil laut. 
Beberapa provinsi di Indonesia memiliki perbatasan khususnya wilayah laut yakni salah satunya adalah Provinsi Maluku. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang berbatasan dengan Pulau Sulawesi di sebelah barat, Papua Nugini disebelah timur, Timor Leste dan Australia di sebelah selatan. yang tentunya berpotensi terjadinya permasalahan pengelolaan wilayah laut khususnya terkait batas landas kontinen. Beberapa permasalahan terkait landas kontinen di Provinsi Maluku diantaranya, kasus illegal Fishing, pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan limbah, penegakan hukum,dll.
B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU Landas ke Provinsi Maluku dimaksudkan untuk mencari masukan, data, dan informasi dalam rangka pembahasan RUU Landas Kontinen. 
II. Isi Laporan 
A. Hasil Pertemuan 
Pertemuan dengan Akademisi Universitas Pattimura

Akademisi Universitas Pattimura memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah untuk membentuk RUU Landas Kontinen ini, dengan melihat kebutuhan negara serta merespon amanat UNCLOS 1982, serta untuk mengganti UU No. 1 Tahun 1973 yang sudah tidak relevan. RUU ini diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap kedaulatan negara pada wilayah berdaulat negara, menjamin keamanan dan pertahanan negara, memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat melalui eksplorasi dan eksplorasi landas kontinen, serta memberikan perlindungan atas lingkungan laut yang berkelanjutan. Beberapa masukan terhadap RUU Landas Kontinen sebagai berikut:
1. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam RUU Landas Kontinen telah memenuhi urgensi dari pembentukan RUU tersebut. Pasal 33 UUD 1945 perlu ditambahkan sebagai pertimbangan dalam RUU tersebut, merujuk pada pertimbangan filosofis dari RUU ini.
2. Ketentuan terkait landas kontinen yang ada dalam UNCLOS 1982 belum secara lengkap diatur diakomodir dalam RUU ini. Terutama terkait dengan pemboran di landas kontinen (Pasal 81 UNCLOS 1982), dimana hak negara pantai secara eksklusif untuk mengijinkan serta mengatur pengeboran di landas kontinen.
3. Mekanisme pemberian ganti kerugian di Kawasan landas kontinen dalam RUU ini telah cukup mengakomodir ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.
4. Terkait dengan penelitian, RUU Landas Kontinen telah mengatur dan mewadahi hak-hak penelitian di landas kontinen.
5. Pengaturan terkait pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kawasan dasar kontinen telah cukup diwadahi oleh RUU. (Catatan : Agar tidak menimbulkan kerancuan, pengunaan istilah landas kontinen dan Kawasan (seabed) harus dibedakan).
6. Terkait dengan kewenangan pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, dan perlindungan dan pengelolaan fungsi laut, harus diatur secara spesifik dalam RUU ini.
7. Terkait konsep penegakan hukum di landas kontinen maka kewenangan penegakan hukum menjadi tanggung jawab TNI (AL), dengan bantuan BAKAMLA.
8. Terkait dengan kewenangan patrol dan hot pusrsuit pada landas kontinen, menurut pendapat kami kewenangan tersebut menjadi tanggung jawab TNI (AL).
9. RUU ini telah cukup mengatur tentang instansi yang memiliki kewenangan penyidikan pada landas kontinen, dengan mengutamakan kerja sama serta koordinasi antar penyidik.
10. Mengenai institusi yang dapat menjadi Komisi Batas Landas Kontinen, merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 dan ketentuan Komisi Batas Landas Kontinen.

Pertemuan dengan Forkopimda 

Forkopimda merupakan wadah yang dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang terdiri Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, dan Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kelancaran urusan pemerintahan umum (Psl. 26).  

RUU tentang Landas Kontinen sangat dibutuhkan, karena wilayah indonesia sangat luas dan merupakan negara kepulauan, sehingga dibutuhkan landasan hukum yang kuat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan arah dan langkah kebijakan untuk kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat serta menjaga kedaulatan, bangsa dan negara. 
1. Peran Forkopimda terkait kegiatan dikawasan landas kontinen, yakni melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 26 (ayat 1) diantaranya adalah, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Psl. 25 (ayat 1). Oleh sebab itu peran forkopimda sangat penting terutama menyakut kegiatan di kawasan landas kontinen, sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 27 (ayat 2), yang meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif: c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut: dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
2. Dalam pelaksanaan tugas Forkopimda Provinsi Maluku senantiasa mengedepankan koordinasi sebelum menetapkan langkah-langkah kebijakan terutama yang berkaitan dengan kegiatan di kawasan landas kontinen, baik yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, maupun Kedaulatan Negara. 
3. Koordinasi dalam kegiatan landas kontinen dimana komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun sesalama ini diantara anggota Forkopimda Provinsi Maluku sangat baik, terutama menyangkut arah dan kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir pada kawasan kontinen, serta senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta kedaulatan negara di kawasan landas kontinen.
4. Terkait dengan kendala, secara umum tidak terdapat kendala maupun permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, khususnya kegiatan Kepolisian di wilayah Kawasan landas Kontinen, namun dirasa perlu untuk lebih meningkatkan lagi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas-tugas kepolisian untuk menjaga dan mengamankan wilayah terluar yang berbatasan dengan negara lain, yaitu penambahan Kapal Patroli Polairud. 
III. Penutup
Demikian laporan kegiatan kunjungan kerja Pansus RUU Landas Kontinen ke Provinsi Maluku dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU Landas Kontinen ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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